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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan berhak menikmatinya semata-mata karena ia adalah manusia (Anonim, 2001:12). Komperensi dunia di Wina tahun 1993 sejumlah pemerintah menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa oleh semua manusia sejak lahir dan bahwa perlindungan atas hak itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Prinsip dasar HAM adalah semua orang mempunyai martabat kemanusiaan hakiki dan bahwa tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-asul, kebangsaan, umur, kelas, atau agama, atau keyakinan politik, semua manusia berhak untuk menikmati hak mereka (Anonim, 2001:12). 
Dalam catatan sejarah HAM pertama kali yang diakui secara universal yaitu Universal Bill of Right sebagai dorongan yang kuat bangkitnya perjuangan HAM.  Selanjutnya dituangkan lagi tahun 1947 telah dideklarasikan suatu pondasi HAM yang disebut Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 yang menjadi dasar  pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia internasional.  Deklarasi ini ditindaklanjuti melalui Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didalamnya ditetapkan prinsip-prinsip martabat manusia yang diterima secara universal menjadi sumber hukum pembentukan hukum HAM dalam berbagai konvensi dan perjanjajian nasional, regional dan internasional. 
Upaya pemenuhan dan penegakan HAM saat ini menjadi isu utama dunia internasional dan meskipun demikian gerakan untuk memperjuangkan HAM telah dilaksanakan melalui lembaga internasional (PBB) dan telah ditetapkan berbagai lembaga-lembaga penunjang dan intrumen hukum internasional, namun pelanggaran terhadap HAM masih juga terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Muncul kasus, Trisakti (12 Mei 1998), Semanggi (13 November 1998) kasus Tanjung Priuk (12 September 1984) dsb. Merupakan contoh bahwa pelanggaran terhadap HAM masih terjadi dan berpotensi akan terjadi di mana-mana sehingga membutuhkan upaya untuk tidak terulang lagi atau meminimalisirnya. 
Pengabaian HAM merupakan salah satu isu gobal yang menjadi isu-isu dalam pembangunan masyarakat seluruh negara. Isu ini terkait dengan terabaikannya hak-hak asasi manusia oleh sejumlah negara dan belum ada upaya ke arah yang lebih baik untuk pemenuhan dan penegakannya secara bekelanjutan (sustainable).  Bahkan, ada kecenderungan upaya pembiaran oleh negara (pemerintah) dari masa ke masa sehingga kasus-kasus pengabaian hak asasi manusia terabaikan. Kecenderungan ini menunjuk sejumlah data secara nasional dan internasional bahwa pengabaian HAM sedang terjadi di mana-mana dan eskalasi pelanggarannya tidak saja dalam kategori pengabaian HAM biasa akan tetapi beralih dari pembiaran sampai pada pengabaian HAM berat yang melibatkan unsur negara di dalamnya. Untuk itulah pemerintah Indonesia telah membentukan ketentuan perundang-udangan yang  terkait dengan HAM yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kedua Undang-Undang ini menjadi acuan penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Selain itu, realisasi tentang pengakuan terhadap HAM juga sudah diatur dalam KUHAP sebagai acuan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.  Meskipun tidak serinci kedua undang-undang tersebut, KUHAP telah menetapkan hak-hak setiap tersangka dan terdakwa yang harus dihormati oleh aparat penegak hukum selama dalam proses peradilan pidana. 
Kecenderungan tersebut juga telah tampak dalam sistem peradilan pidana dari masa ke masa. Para pelaku tindak pidana dan korban telah merasakan adanya hak-hak mereka yang dilanggar selama proses peradilan pidana. Diketahui bahwa proses sistem peradilan pidana melibatkan empat komponen utama yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan Romli Atmasasmita, 2011:16).  Dalam ketentuan perundang-undangan hukum pidana (KUHAP dan di luar KUHAP) diatur secara tegas hak-hak para pihak (pelaku dan korban tindak pidana) yaitu dalam Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP yang menetapkan secara normatif hak-hak asasi manusia yang menjadi hak tersangka/terdakwa/terpidana selama dalam proses hukum sistem peradilan pidana (criminal justice system). Selain itu, beberapa HAM yang diatur dalam Undang –Undang Nomor 39 tahun 1999 dalam kaitannya dengan proses hukum yaitu : (1) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakukan yang  sesuai Pasal 3 ayat (1), (2): (2) berhak diakui sebagai pribadi berhak menuntut, memperoleh perlakuan yang sama,bantuan hukum dalam pengadilan secara adil dan tidak diskriminatif  sesuai Pasal 5).  Beberapa hak-hak dasar tersebut secara normatif telah menjadi ketentuan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dalam wujud dan menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menegakannya. Wujud dari tanggung jawab pemerintah berupa perlindungan, pemajuan dan penegakan serta pemenuhannya (Pasal 8 UU No.39 Tahun1999 juncto Pasal 9 Peraturan Wali Kota Palu No. 25 Tahun 2013). 
Pengabaian HAM merupakan salah satu permasalahan gobal yang menjadi isu utama dalam pembangunan masyarakat seluruh negara. Isu ini terkait dengan terbaikannya hak-hak asasi manusia oleh sejumlah negara dan belum adanya upaya ke arah yang lebih baik untuk pemenuhan dan penegakannya secara berkelanjutan. Bahkan, terjadi kecenderung pembiaran oleh aparat negara dari masa ke masa. Kecenderungan ini menunjuk sejumlah data secara nasional dan internasional bahwa pengabaian HAM sedang terjadi di mana-mana dan eskalasi pelanggarannya tidak saja dalam kategori pengabaian HAM biasa akan tetapi juga berpeluang beralih dari hal  pembiaran sampai pada pengabaian HAM berat. 
Kecenderungan tersebut juga telah tampak dalam sistem peradilan pidana dari masa ke masa.  Para tersangka dan terdakwa telah mengalami banyak laporan yang mengambarkan hak-hak asasi mereka yang terabaikan selama proses peradilan pidana. Diketahui bahwa dalam proses sistem peradilan pidana setiap orang akan melalui tahapan-tahapan proses hukum mulai tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan pemidanaan yang  melibatkan empat komponen utama yaitu kepolisian, kejaksaaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan (criminal justice system). Dalam ketentuan perundang-undangan hukum acara pidana (KUHAP dan di luar KUHAP) diatur secara tegas hak-hak tersangka dan terdakwa yaitu dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP.  Beberapa hak yang harus dijamin yakni : (1) hak mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, (2) tersangka atau terdakwa berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, (3) tersangka dan terdakwa berhak diadili oleh pengadilan (4) tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan pembelaan dan penjelasan tentang apa yang disangkakan kepadanya dengan bahasa yang mudah dimengerti (5) hak tersangka dan terdakwa untuk memberikan keterangan  secara bebas kepada penyidik atau hakim (6) hak setiap saat mendapatkan bantuan juru bahasa bagi yang tuli dan bisu (7) tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya (8) tersangka dan terdakwa yang diancam pidana lebih dari lima tahun atau pidana mati wajib didampingi oleh penasihat hukum dan menjadi kewajiban aparat pada semua tingkatan (9) tersangka dan terdakwa berhak menghubungi dan berbicara penasihat hukumnya atau bagi terdakwa atau tersangka asing menghubungi negaranya (10) tersangka dan terdakwa berhak menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan (11) tersangka dan terdakwa berhak diberitahukan tentang status penahanannya kepada keluarganya oleh pejabat disemua tingkatan proses peradilan pidana (12) tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan kunjungan dari pihak keluarga, rokhaniawan, dan jaminan penanguhan penahanan (13) tersangka dan terdakwa berhak mengirim surat atau mendapatkan surat dari penasihat hukumnya, keluarganya (14) tersangka dan terdakwa berhak mengajukan saksi  atau seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya (15) tersangka dan terdakwa berhak tidak dibebani kewajiban beban pembuktian (16) tersangka dan terdakwa dan penuntut umum berhak meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum dan (17) tersangka dan terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
Kota Palu merupakan salah satu wilayah pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak terlepas dari isu pengabaian HAM. Kondisi penegakan HAM tidak jauh berbeda dengan kota-kota lain, terutama gambaran tentang penegakan HAM dalam sistem peradilan pidana. Beberapa hasil penelitian mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palu menunjukkan bahwa belum adanya perkembangan ke arah yang lebih baik atau menggembirakan tentang penegakan hak-hak asasi manusia, khususnya pemenuhan hak-hak asasi tersangka dan terdakwa selama dalam proses hukum dalam sistem peradilan pidana di Kota Palu.  Kondisi ini dari tahun ke tahun mendeskripsikan lebih banyak atau cenderung ke arah pelanggaran hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana mengalami peningkatan.  Bahkan, ada kecenderungan ke arah pembiaran dan tidak segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.  Kondisi ini menjadi menarik untuk diteliti dalam wilayah yang lebih kecil (kota Palu) untuk mengetahui  lebih jauh realitas penegakan hak-hak asasi tersangka dan terdakwa dalam proses sistem peradilan pidana di Kota Palu.  Apakah ada jaminan secara pasti oleh hukum untuk dapat dihentikan dan tidak berlanjut dalam semua tahapan proses peradilan pidana. Selain itu, sejauhmana keterlibatan aparat dalam hal terabaikannya hak-hak tersangka dan terdakwa selama dalam proses peradilan pidana?  Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting karena selama ini identifikasi, kualifikasi jenis pengabaian HAM (HAM biasa dan HAM berat) dan pemetaan pengabaian HAM saat ini dan yang potensial (laten) di Kota Palu belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemerintah Kota Palu.

C. Maksud dan Tujuan 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian untuk memastikan ada tidaknya pengabaian HAM manusia terhadap para tersangka/terdakwa/terpidana dalam proses sistem peradilan pidana. Tim penelitian akan melakukan penelitian empiris apakah setiap orang (tersangka/terdakwa/terpidana) selama dalam proses sistem peradilan pidana terjamin hak-hak asasinya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Hal ini sangat penting diteliti karena setiap orang telah dijamin hak –hak asasinya dalam ketentuan hukum yang berlaku. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak yang bersifat kodrat yang tidak dapat dikesampingkan atau dilanggar oleh siapa pun termasuk pemerintah negara. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini untuk memastikan apakah HAM setiap orang yang termasuk proses hukum dalam sistem peradilan pidana dapat tegak dalam setiap tahap sistem peradilan pidana (criminal justice system) sudah ditegakkan atau terabaikan. Penelitian ini berupaya mengungkap sejauhmana isu-isu pengabaian HAM mereka yang dalam proses hukum dalam sistem peradilan pidana. 

D. Sasaran
Sasaran utama dalam penelitian ini adalah setiap subjek hukum yang dijamin HAM dalam ketentuan perundang-undangan yaitu mereka yang sedang atau pernah menjalani proses dalam sistem peradilan pidana baik sebagai tersangka (proses penyidikan), terdakwa (dalam proses penuntutan atau peradilan dan penahanan) atau terpidana yang dalam proses menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan serta mereka yang sudah pernah menjalani proses sistem peradilan pidana (criminal justice system).

E. Lingkup Penelitian
Penelitian ini dilakukan oleh Tim Penelitian terutama kepada mereka yang sedang menjalani proses dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), khususnya terhadap hak-hak asasi yang rentan diabaikan atau dilanggar dalam sistem peradilan pidana sebagai yang bersifat kodrati yang merupakan hak asasi yang tidak boleh dikurangi atau dilanggar oleh siapa pun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hak-hak asasi itu yaitu: (1) Hak untuk hidup (2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan dengan perkawinan yang sah (3) Hak mengembangkan diri (4) Hak memperoleh keadilan (5) Hak atas kebebasan  pribadi (6) Hak rasa aman (7) Hak perempuan  dan (8) Hak anak. Beberapa kelompok hak asasi tersebut menjadi bagian dan ruang lingkup Tim Penelitian khususnya dalam sistem peradilan pidana di Kota Palu. 
Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan Tim Peneliti menemukan substansi penelitian pada mereka yang pernah mengalami proses hukum dalam sistem peradilan pidana.

F. Jangka Waktu Pelaksanaan
Penelitian ini dilakukan oleh Tim Peneliti selama enam bulan mulai sejak bulan April sampai dengan bulan September tahun 2015. Pelaksanaan penelitian ini melalui tiga tahap yaitu, tahap persiapan, tahap penelitian dan tahap pelaporan hasil penelitian.


G. Luaran
Penelitian ini akan menghasilkan luaran berupa deskripsi tentang kualitas penegakan hukum hak-hak asasi manusia (HAM) yang bersifat kodrati terhadap mereka yang sedang dalam proses hukum dalam sistem peradilan pidana baik sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana. Selain itu, luaran hasil penelitian ini akan mendeskripsikan pemetaan pada proses hukum mana yang rentan  pengabaian HAM yang bersifat kodrati terabaikan dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). Hasil penelitian ini akan menjadi bahan informasi bagi Pemerintah Kota Palu untuk memperbaiki kualitas penegakan HAM yang bersifat kodrati dan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah Kota Palu untuk melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai bagian dari tugas pemerintahan secara umum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



H. Manfaat 
Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan penelitian ini yaitu: (1) manfaat praktik yaitu melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian terhadap kualitas penegakan HAM oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana apakah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (2) mendeskripsikan hak-hak asasi mana yang paling rentan sering diabaikan dan bahkan dilanggar oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (3) mendeskripsikan individu/kelompok manakah dari HAM yang sering terabaikan dalam proses sistem peradilan pidana (criminal justice system) dan (3) pada tahap mana dalam sistem peradilan pidana mana HAM para subjek hukum (terpidana/terdakwa/terpidana) yang sering terabaikan/dilanggar. Meskipun demikan, tidak menutup kemungkinan adanya manfaat lain yang searah atau terungkap selama dalam proses penelitian ini. Manfaat kedua yang bersifat akademik yaitu (1) memastikan apakah telah terjadi pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat dalam hal keterkaitannya dengan hak asasi manusia yang bersifat kodrati. (2) mendeteksi adanya pergeseran asas-asas hukum yang asing dan atau telah tumbuhnya asas-asas hukum baru dalam kaitannya dengan pemenuhan dan penegakan HAM yang bersifat kodrati dan rentan dialami mereka yang dalam proses sistem peradilan pidana (3) menemukan konsep dan makna baru tentang hak-hak asasi manusia yang bersifat kodrati dalam masyarakat untuk menjadi kajian para ilmuan dalam kaitannya dengan HAM. 

Metode Penelitian
A. Tipe Penelitian
	 	Penelitian ini merupakan tipe penelitian normative empiris yaitu suatu tipe penelitian yang melihat secara empiris pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketetuan perundang-undagan yang berlaku yang menjadi sasaran penelitian adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dijabarkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang terkait langsung dengan fokus dan lokus penelitian yaitu terjabarkan dalam beberapa peraturan yaitu, UU No. 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Nasional  Hak Asasi Manusia Daerah. Beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut menjadi bahan acuan untuk dilihat pelaksanaannya dalam masyarakat. 

B. Sifat Penelitian
		Penelitian ini menggunakan sifat penelitian eksplanasi karena semua hasil temuan penelitian anak dideskripsikan berdasakan asumsi-asumsi yang bersifat teoretis yang bersumber dari teori, doktrin dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku sehingga dapat menghasilkan argumentasi hukum (legal opinion) yang sesuai dengan harapan dan tujuan hukum. 

C. Lokasi Penelitian
		Lokasi penelitian ini di Kota Palu sebagai salah satu domain penyelenggaraan tugas pemerintahah di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah setiap pemerintah daerah dan kota diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan semua ketentuan perudang-undangan berdasarkan kewenanganya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus kepentingan yang bersifat umum (public services). Salah satu diantaranya adalah bertanggungjawab dalam wilayah administrasinya yaitu memastikan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap orang/kelompok dalam wilayahnya, terutama dalam jaminan HAM setiap orang (tersangka/terdakwa/terpidana) dalam proses sistem peradilan pidana. Hal ini menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Kota Palu untuk melaksanakan pemantauan, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan hak –hak asasi manusia yang bersifat kodrati sebagaimana tujuan dan maksud ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ditetapkannya Kota Palu sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa jaminan penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia setiap orang, terutama hak –hak asasi yang rentan terabaikan dalam proses sistem peradilan pidana (criminal justice system) harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah/kota sebagai bagian dan tugas pemerintahan yang harus dilaksanakan.

D. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah semua tersangka, terdakwa dan aparat penegak yang terlibat atau terkait dalam diproses sistem peradilan pidana di Kota Palu yang ada di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan Kota Palu. Sampel dalam penelitian ini yaitu sampel aparat penegak hukum dan sampel tersangka dan terdakwa. Sampel aparat diambil dari penyidik, penuntut umum dan hakim Pengadilan dan aparat lembaga pemasyarakatan di wilayah hukum Kota Palu. Adapun sampel tersangka/terdakwa/terpidana yaitu mereka yang sedang atau telah pernah diproses dalam sistem peradilan pidana yang jumlah dan penentuannya dengan teknik purposive sampling dan sistem bola salju atau  snowball (non random sampling) yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

E. Sumber data
		Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primier bersumber dari respoden/infoman kunci (tersangka/terdakwa/terpidana) yang tersebar dalam tahapan sistem peradilan pidana di Kota Palu.  Dari responden akan diperoleh sejumlah informasi tentang substansi tentang penegakan dan pemenuhan hak-hak para tersangka/terdakwa/terpidana selama dalam proses sistem peradilan pidana. Dari mereka akan diketahui kesesuaian antara hak-hak asasi manusia yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan pelaksanaannya dalam masyarakat. Adapun data sekunder bersumber dari sejumlah instansi terkait yaitu, kepolisian, kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan yang menyediakan informasi tentang jumlah tersangka/terdakwa/terpidana, indentitas para tersangka/terdakwa/terpidana dan informasi lain yang telah dibutuhkan. Data sekunder juga dapat diperoleh dari hasil-hail penelitian terdahulu baik yang bersumber dari jurnal hasil penelitian dan laporan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang  terkait. Data sekunder ini akan membantu dalam mendalami secara empiris fakta tentang penegakan dan pemenuhan hak–hak asasi manusia para tersangka/terdakwa/terpidana selama tahapan proses hukum dalam sistem peradilan pidana. 

F. Teknik pengumpulan data
		Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan tipe dan sifat penelitian yang digunakan. Tipe penelitian hukum normatif menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan panduan dokumentasi bahan hukum. Panduan dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari ketentuan perundang –undangan, teori dan doktrin hukum pidana. Teknik pengumpulan data tipe penelitian hukum normatif-empiris menggunakan panduan wawancara (indept interviuw) dan kuesioner (tertutup dan terbuka) serta panduan dokumentasi.

G. Teknik Analisis data
		Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penalaran dan argumentasi hukum. Langkah–langkah analisis yaitu, pertama inventarisasi bahan hukum dan data sesuai dengan tujuan penelitian. Kedua, identifkasi bahan hukum dan data sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Ketiga, kategorisasi bahan hukum dan data dalam bentuk tabel atau diagram dan bagan agar mudah dianalisis sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Keempat, analisis terhadap semua bahan hukum dan data yang telah diperoleh melalui penalaran dan argumentasi hukum.

H. Langkah-langkah Penelitian
1. Identifikasi dan Kualifikasi Pengabaian HAM Tersangka dan Terdakwa
Penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi pelanggaran hak-hak asasi manusia tersangka dan terdakwa tindak pidana pada semua komponen lembaga penegak hukum baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, kehakiman di Kota Palu. Deskripsi temuan yang dihasilkan itu lebih lanjut akan mendapatkan sejumlah informasi secara akurat unsur-unsur mana dari hak hak tersangka dan terdakwa yang terabaikan selama dalam proses sistem peradilan pidana dan sejauhmana keterlibatan aparat penegak hukum.  Hasil akhir dari rancangan penelitian tahap pertama ini akan ditetapkan hak-hak mana dari tersangka dan terdakwa serta pada tahap proses mana dalam sistem peradilan pidana itu yang terabaikan dan bagaimana gambaran peta potensi pengabaian hak asasi manusia tersangka/terdakwa/terpidana pada setiap tahapan proses hukum dalam sistem peradilan pidana di Kota Palu.

2.  Penetapan Variabel Penelitian
Variabel penelitian yang akan diteliti pada tahap pertama penelitian ini adalah variabel yang terkait dengan hak-hak tersangka dan terdakwa yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP yang terdiri dari : (1) hak mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, (2) tersangka atau terdakwa berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, (3) tersangka dan terdakwa berhak diadili oleh pengadilan (4) tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan pembelaan dan penjelasan tentang apa yang disangkakan kepadanya dengan bahasa yang mudah dimengerti (5) hak tersangka dan terdakwa untuk memberikan keterangan  secara bebas kepada penyidik atau hakim (6) hak setiap saat mendapatkan bantuan juru bahasa bagi yang tuli dan bisu (7) tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya (8) tersangka dan terdakwa yang diancam pidana lebih dari lima tahun atau pidana mati wajib didampingi oleh penasihat hukum dan menjadi kewajiban aparat disemua tingkatan (9) tersangka dan terdakwa berhak menghubungi dan berbicara penasihat hukumnya atau bagi terdakwa atau tersangka asing menghubunginya negaranya (10) tersangka dan terdakwa berhak menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan (11) tersangka dan terdakwa berhak diberitahukan tentang status penahanannya kepada keluarganya oleh pejabat disemua tingkatan proses peradilan pidana (12) tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan kunjungan dari pihak keluarga, rokhaniawan, dan jaminan penanguhan penahanan (13) tersangka dan terdakwa berhak mengirim surat atau mendapatkan surat dari penasihat hukumnya, kelurganya (14) tersangka dan terdakwa berhak mengajukan saksi  atau seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya (15) tersangka dan terdakwa berhak tidak dibebani kewajiban beban pembuktian (16) tersangka dan terdakwa dan penuntut umum berhak meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama,kecuali putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum dan (17) tersangka dan terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.  

3.  Penetapan Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang akan digunakan adalah angket dan pedoman wawancara. Untuk mendesain instrumen agar dapat memperloleh data yang dibutuhkan dan menghasilkan data yang validitasnya yang cukup tinggi, maka langkah-langkahnya sebagai berikut : (1) melakukan penjabaran indikator-indikator variabel, (2) menyusun kisi-kisi instrumen berdasarkan indikator variabel, (3) menyusun butir-butir pertanyaan berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat, (4) melakukan uji validitas  (internal dan eksternal) terhadap butir-butir pertanyaan agar sesuai dengan variabel penelitian dan informasi yang dibutuhkan (5) melakukan pengembangan instrumen penelitian sesuai kebutuhan. 

4.  Deskripsi Substansi Kegiatan Penelitian
Dalam rangka memudahkan penelitian ini Tim Peneliti telah menetapkan jadwal kegiatan dan deskripsinya sesuai dengan variabel dan sasaran analisis penelitian berikut :
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Gambar 1 deskripsi Substansi Kegiatan Penelitian
Hasil penelitian rancangan penelitian ini adalah menemukan sejumlah hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana yang terabaikan selama dalam proses pemeriksaan sistem peradilan pidana dan menjadi dasar penentukan kualifikasi pengabaian HAM dan pemetaan potensi pelanggaan HAM tersangka/terdakwa/terpidana dalam sistem peradilan pidana di Kota Palu. Adapun hasil yang diharapkan dari rancangan dan target penelitian digambarkan sebagai berikut 
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Gambar 2 deskripsi rancangan dan target penelitian

I. 
J. 


Definisi Oprasional
a. Hak keluarga dan melanjutkan keturunan
Hak keluarga dan melanjutkan keturunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak tersangka/terdakwa/terpidana untuk bisa berhubungan atau berkomunikasi suami/istri dan dapat berhubungan intim untuk bisa melanjutkan keturunan sebagai hak dasar manusia selama dalam proses hukum yang dijalani. 
b. Hak mengembangkan diri
Hak mengembangkan diri yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hak tersangka/terdakwa/terpidana untuk bisa mengekspresikan dan mengembangkan kreativitas untuk menggali informasi yang bersumber dari bahan bacaan yang tersedia selama dalam proses hukum yang dijalani. 
c. Hak diperlakukan sama
Hak diperlakukan sama yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu diperlakukan sama tidak membeda-bedakan status subyek dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan).
d. Hak bebas dari rasa takut/terror
Hak bebas dari rasa takut/terror yang dimaksud adalah terhindar dari intimidasi oleh aparat penegak hukum atau pihak lain (korban) dalam tahapan sistem peradilan pidana
e. Hak asuh bagi anak
Hak asuh bagi anak yang dimaksud adalah hak tersangka/terdakwa/terpidana untuk dapat bertemu dengan anaknya sebagai bagian dari menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang merupakan hak dasar yang tidak dapat dicabut.
f. Hak mendapatkan pendidikan
Hak mendapatkan pendidikan yang dimaksud adalah hak tersangka/terdakwa/terpidana untuk mendapatkan pengetahuan dalam tahapan sistem peradilan pidana untuk menambah wawasan pengetahuan demi menunjang perkembangan pendidikannya.


D. Rancangan dan Target Penelitian Kualifikasi Pelanggaran
1.  Rancangan penelitian
Pada penelitian ini dirancang untuk melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan identifikasi kualifikasi pengabaian HAM terhadap hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana selama dalam proses peradilan pidana untuk menentukan apakah termasuk pengabaian HAM biasa atau pengabaian HAM berat. Melalui rancangan penelitian ini diharapkan dapat memastikan secara tegas kualifikasi pengabaian HAM tersebut selama dalam proses peradilan pidana. 

2. Variabel Penelitian 
      Variabel yang digunakan dalam penelitian untuk menentukan kualifikasi jenis pengabaian HAM berat atau bukan adalah sejumlah asumsi teoretis yang sudah menjadi doktrin dan terjabar dalam instrumen hukum HAM dan selanjutnya dijadikan dasar penetapan kualifikasi pengabaian HAM berat atau biasa yaitu:(1) dilakukan secara sistematis (2) melibatkan unsur aparat penegak hukum dan (3) terorganisir.

3. Subjek penelitian
Subjek penelitian ini adalah dosen dan para ahli hukum pidana yang memiliki kompetensi dalam menentukan kualifikasi jenis pengabaian HAM terhadap hak-hak tersangka dan terpidana selama dalam proses peradilan pidana di Kota Palu. 

       4. Teknik Pengumpulan Data 
             Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini data hasil penelitian Tahap pertama dan dirangkum dalam suatu dokumen yang selanjutnya tim melakukan identifikasi unsur-unsur pengabaian HAM terhadap hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana untuk dianalisis oleh tim. 

5. Analisa Data
Untuk memperoleh simpulan-simpulan dari kegiatan identifikasi dan penentuan kualifikasi jenis pengabaian HAM tersangka/terdakwa/terpidana selama dalam proses sistem peradilan pidana di Kota Palu dianalisis secara kualitatif (logika deduktif–induktif) menggunakan penalaran dan argumentasi hukum.  Adapun diagram kegiatan dan hasil yang diharapkan dari rancangan penelitian digambarkan sebagai berikut :
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 Gambar 3 deskripsi Analisa Data

Hasil penelitian rancangan penelitian ini adalah menemukan sejumlah hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana yang terabaikan selama dalam proses pemeriksaan sistem peradilan pidana dan menjadi dasar penentukan kualifikasi pengabaian HAM dan pemetaan potensi pelanggaan HAM tersangka/terdakwa/terpidana dalam sistem peradilan pidana di Kota Palu. 
                                                    
  
           HASIL PENELITIAN

PEMENUHAN HAM TERSANGKA DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN 
Dalam penegakan hukum pidana, informasi tentang pemenuhan hak HAM tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan sangat diperlukan mengingat penegakan hukum pidana berkaitan dengan hak-hak tersangka/terdakwa dan terpidana dalam sistem peradilan pidana.  Pada uraian berikut akan dikemukakan beberapa karakteristik responden yang menjadi sasaran penelitian yang diharapkan dapat membantu pendalaman analisis terhadap penegakan hak asasi manusia tersangka/terdakwa/terpidana.
Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan didepan hukum. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan hukum yang adil dari setiap proses hukum yang obyektif dan tidak berpihak. Perlakuan yang tidak adil dapat menimbulkan suatu keadaan yang  dapat mewujudkan penyiksaan bagi seseorang. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang baik jasmani maupun rohani.
 Seseorang dalam proses hukum (penyelidikan dan penyidikan) berhak untuk memperoleh pengakuan dan memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum secara bebas dan tidak dalam tekanan dari siapa pun meskipun yang bersangkutan telah diduga melakukan suatu peristiwa pidana. Suatu ancaman atau perlakuan yang tidak sama dalam setiap proses hukum menimbulkan ketidakadilan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan diskriminasi yang merupakan suatu pengabaian hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999). Itu berarti bahwa adanya suatu sengaja berarti, bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu dikehendakinya. Oleh karena itu, penyiksaan  yang dilakukan terhadap seseorang yang statusnya sebagai tahanan baik dalam proses hukum penyelidikan dan penyidikan (tersangka atau terdakwa), peradilan dan upaya hukum yang ditempatkan di rumah tahanan negara untuk proses penanganan perkaranya berhak dipenuhi hak asasinya tanpa terkecuali. Adapun tempat penahanan dapat dilakukan pada Rumah tahanan Negara (RUTAN),  juga terdapat di Markas Kepolisian (Rutan Polsek) dan penahanan pada Lapas sebagai warga tahanan titipan. 
Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa orang yang berpeluang melakukan pengabaian hak asasi manusia adalah meraka yang memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan, seperti penyidik-penyidik pembantu, jaksa penuntut umum atau hakim.  Atau orang yang ditugaskan mengawasinya, seperti, polisi atau petugas Rumah Tahanan Negara atau sipir penjara. Oleh sebab itu, bagi mereka yang berpeluang melakukan pengabaian HAM bagi pera pelaku tindak pidana seharusnya berhati-hati dalam melakukan tugasnya dan seharusnya tidak melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan melakukan pengabaian hak asasi manusia. 
Diberlakukannya beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penegakan dan pemenuhan HAM sudah saatnya dilakukan pemantauan dalam proses-proses hukum dalam rangka menemukan sejauhmana keberlakuan atau ketaatan dan komitmen masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya hak asasi para tersangka, terdakwa dalam setiap proses hukum dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Kota Palu.  Dalam kaitan itu, beberapa uraian berikut akan dikemukakan sejumlah informasi hasil penelitianTim Peneliti terhadap upaya penegakan dan pemenuhan HAM tersengka/terdakwa/terpidana dalam sistem peradilan pidana di Kota Palu.

1. HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN
Hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan merupakan salah satu hak dasar bagi manusia sehingga pemenuhan terhadap hak tersebut. Data tentang tanggapan responden terhadap hak melanjutkan keturunan menjadi sumber informasi dalam tabel tersebut. Berdasarkan tanggapan responden atas pemenuhan hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan bagi tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam proses hukum. Tanggapan atas penegak terhadap hak tersebut sangat diperlukan mengingat penegakkan HAM tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana digunakan untuk menemukan apakah hak tersebut telah dipenuhi atau dilanggar dalam proses hukum dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). Adapun tanggapan responden terhadap pemenuhan terhadap HAM tersangka untuk berkeluarga dan memperoleh keturunan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dimaksud tampak dalam Tabel 8 berikut : 



Tabel 8   Pemenuhan hak berkeluarga dan memperoleh keturunan tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan 
	    
  Indikator HAM
 
	Proses Hukum 
	TOTAL

	
	Penyidikan
	penyelidikan
	

	
	F
	%
	F
	%
	F
	%

	hak menhubungi keluarga
	8
	32,00
	3
	18,75
	11
	26, 82

	hak berhubungan intim
	14
	56,00
	5
	31,25
	19
	46.34

	hak pembatasan urus pernikahan
	0
	0.00
	1
	6,25
	1
	2,43

	hak berhubungan dengan anak/siteri
	3
	      12,00
	3
	18,75
	6
	14,63

	hak hidup 
	0
	0.00
	4
	25,00
	4
	9.75

	             TOTAL 
	25
	100
	16
	100
	41
	100 


(Sumber, data primer, diolah, 2015)

Berdasarkan tabel 8 di atas, indikator hak asasi manusia yang berkenaan dengan hak asasi hak berhubungan intim yang banyak diabaikan bagi tersangka pada proses hukum penyelidikan dan penyidikan yaitu direspon 19 orang (46.34%) sedangkan hak asasi yang direspon rendah yaitu hak asasi hak pembatasan mengurus pernikahan sebanyak 1 orang (2,43%) dan hak hidup sebanyak 4 orang (9,75%). Apabila dilihat dari proses hukumnya, maka hak asasi yang paling rentan terabaikan pada proses hukum penyidikan yaitu pengabaikan hak asasi hak berhubungan intim sebanyak 14 orang (56,00%) selanjutnya pada proses penyidikan 5 orang (31,25%). Adapun hak asasi lain, seperti, hak asasi menghubungi keluarga juga terabaikan (26,82%) baik dalam proses penyelidikan dan penyidikan dan demikian pula hak asasi hak berhubungan dengan anak/siteri walaupun prosesntasenya rendah yaitu 14,63%.
Berdasarkan data tersebut, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak asasi berhubungan intim belum terpenuhi pada proses penyelidikan dan penyidikan. Tidak terpenuhinya hak tersebut dapat disebabkan karena ketidak tersediaan fasilitas dalam tahanan (Rutan dan Kantor Polsek) sehingga hak tersebut terabaikan (data hasil observasi dan wawancara). Tidak terpenuhi hak asasi ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Demikian pula ketentuan Pasal 10 ayat 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM bahwa: “perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 

2. HAK MENGEMBANGKAN DIRI
Salah satu hak yang diakui dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan adalah hak asasi untuk mengembangkan diri. Hak asasi pengembangan diri terdiri atas hak untuk hak mengembangkan keterampilan, hak menambah wawasan dan hak meningkatkan kualitas. Hak–hak tersebut menjadi indikator HAM yang ditanggapi oleh para responden dalam penelitian ini. Informasi tentang apakah hak-hak asasi tersebut diabaikan atau tidak, menjadi sangat penting untuk dikemukakan melalui hasil tabulasi data tanggapan para responden sebagaimana tampak dalam Tabel 9 berikut :
Tabel 9 Tanggapan Responden tentang Pemenuhan Hak Pengembangan diri tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan
	 
    Indikator HAM
	Proses Hukum 
	TOTAL

	
	Penyidikan
	Penyelidikan
	

	
	F
	%
	F
	%
	F
	%

	hak mengembangkan keterampilan
	19
	76,00
	9
	56,25
	28
	68,29

	hak menambah wawasan
	3
	12,00
	2
	12,50
	5
	12,19

	hak meningktkan kualitas
	3
	12,00
	5
	31,25
	8
	19,51

	                 TOTAL
	25
	100
	16
	100
	41
	100


(Sumber, data primer, diolah, 2015)

Berdasarkan data tabel 9 di atas menunjukkan bahwa secara umum bahwa hak asasi yang paling banyak terabaikan dalam proses penyelidikan dan penyidikan adalah hak asasi hak mengembangkan keterampilan yang direspon sebanyak 28 orang (68, 29%) dan hak asasi ditanggapi rendah oleh responden yaitu hak asasi hak menambah wawasan hanya 12,19% dan hak asasi hak meningkatkan kualitas hidup hanya 19,51%. Terabaikannya hak –hak asasi tersebut bertentangan dengan Pasal 28 F UUD NRI 1945 bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Hal ini juga diatur dalam Pasal 11 UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan, “setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya persentase pengabaian hak asasi hak mengembangkan keterampilan selama dalam proses hukum penyelidikan dan penyidikan terkait dengan terbatasnya fasilitas yang mendukung hak asasi tersebut, terutama belum tersedianya sarana (ruang perpustakaan/ruang baca) untuk pengembangan pendidikan yang dimiliki Rutan dan kantor Polsek tempat para tersangka di tahan. 

3. HAK DIPERLAKUKAN SAMA 
Dalam hukum dikenal asas hukum tentang semua orang dipersamakan dalam hukum atau juga dikenal dengan asas “equality before the law”. Asas hukum ini sudah menjadi norma hukum dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Indikator yang menjadi sasaran dalam penelitian ini yaitu, hak tidak diperlakukan sama, aparat masih membedakan status, pemberian keterangan tidak sopan, pemeriksaan mendahulukan orang tertentu. Karena itu, pemenuhan terhadap hak asasi ini menjadi sasaran dalam penelitian hak asasi tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai bagian dari proses hukum. Adapun tanggapan responden tentang penegakan hak asasi ini terhadap para tersangka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan tampak dalam Tabel 10 berikut :








Tabel 10  Tanggapan  Responden tentang hak untuk diperlakukan sama dalam proses penyelidikan dan penyidikan
n = 41
	 
    Indikator HAM
	Proses Hukum 
	TOTAL

	
	Penyidikan
	Penyelidikan
	

	
	F
	%
	F
	%
	F
	%

	tdk diperlakukan sama
	3
	12,00
	0
	0.00
	3
	7, 31

	aparat masih membedakan status
	2
	8,00
	1
	6,25
	3
	7, 31

	saya dimintai keterangan tdk sopan
	8
	32,00
	2
	12,50
	10
	24.39

	sering diperiksa mendahlukan oirang tertentu
	1
	4,00
	4
	25,00
	5
	12.19

	Tidak Menjawab
	11
	44,00
	9
	56,25
	20
	48.78

	 TOTAL
	25
	100
	16
	100
	41
	100


(Sumber, data primer, diolah, 2015)

Berdasarkan Tabel 10 di atas menunjukkan fakta tentang deskripsi penegakan HAM tersangka yang direspon oleh para responden tentang hak setiap orang untuk diperlakukan sama dalam setiap proses hukum. Dari semua indikator hak asasi ini, hak asasi yang paling banyak terabaikan adalah hak asasi para tersangka dimintai keterangan tidak sopan sebanyak 10 orang (24.39%) sedangkan yang terendah direspon oleh responden yaitu hak asasi  tidak diperlakukan sama dan juga hak asasi aparat masih membedakan status masing-masing 7, 31%. Selain itu, ada responden yang tidak memberikan jawaban sebanyak 20 orang (48.78%). Tingginya angka ini disebabkan karena jawaban yang diberikan tidak dapat dimengerti oleh Tim peneliti sehingga tidak menjadi bahan pertimbangan dalam kaitannya dengan penegakan hak asasi ini. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa tingginya persentase pengabaian hak asasi ini tidak sesuai tujuan dan maksud  ketentuan Pasal 17 UU No. 39 tahun 1999 yang menegaskan bahwa “setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang meminjam pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar’’. Selain itu, dari kelima indikator hak asasi manusia apabila diakumulasi pada setiap proses hukum, tergambar bahwa hak asasi untuk diperlakukan sama dalam proses hukum belum terpenuhi. 

4. HAM BEBAS DARI RASA  TAKUT/ TEROR
Dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa ”Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Selain ketentuan tersebut, hak-hak tersangka juga diatur dalam KUHAP mulai Pasal 50 s/d 58 KUHAP.  Beberapa Ketentuan pasal tersebut menjadi acuan dalam penelitian ini untuk diketahui apakah hak asasi ini, terutama bagi para tersangka  dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Kota Palu. Data tentang tanggapan responden berdasarkan hak bebas dari rasa takut/teror bagi para tersangka menjadi sumber informasi sejauhmana pelaksanaannya selama dalam proses hukum yang dialami para tersangka sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Adapun tanggapan responden tentang hak asasi tersangka untuk bebas dari rasa takut/teror dalam proses penyelidikan dan penyidikan tampak dalam Tabel 11 berikut :

Tabel 11   Tanggapan Responden tentang Hak Bebas dari Rasa Takut/Teror Tersangka
	 
    Indikator HAM
 
	Proses Hukum 
	TOTAL

	
	penyelidikan
	penyidikan
	

	
	F
	%
	F
	%
	F
	%

	teror terus-menerus dari aparat
	4
	25,00
	7
	28,00
	11
	26,82

	teror secara terang terangan dari korban
	3
	18,75
	2
	8,00
	5
	12,19

	teror dari penyidik dan jaksa
	0
	     0,00
	0
	0,00
	0
	    0,00

	Tidak Menjawab
	9
	56,25
	16
	64,00
	25
	60,97

	                 TOTAL
	16
	100
	25
	100
	41
	100


(Sumber, data primer, diolah, 2015)

Berdasarkan data Tabel 11 di atas mendeskripsikan tanggapan responden tentang pemenuhan terhadap hak asasi tersangka untuk bebas dari rasa takut.  Mengacu pada tabel dan ketentuan pasal tersebut terdapat indikasi bahwa hak asasi untuk tidak diteror secara umum banyak terabaikan yaitu indikator hak asasi teror terus-menerus yang dilakukan oleh aparat sebanyak 11 orang (26, 82%) adapun respon terendah dari responden yaitu hak asasi teror secara terang terangan dari korban sebanyak 5  orang (12,19%). Selain itu, terdapat angka yang presentase tertinggi yaitu responden tidak memberikan jawaban sebanyak 25 orang (60, 97%). Tingginya angka ini menunjukkan bahwa sebanyak 25 orang tidak mengisi lembar jawaban sesuai yang diharapkan Tim Peneliti. 
Selanjutnya, apabila hasil penelitian ini dilihat berdasarkan proses hukum (penyelidikan dan penyidikan), maka potensi pengabaian hak asasi yang rentan pada proses hukum penyidikan, terutama hak asasi teror terus-menerus dari aparat sebanyak 7 orang (28, 00%) sedangkan pada tahap penyelidikan, hak asasi yang banyak terabaikan yaitu hak asasi teror secara terang terangan dari korban sebanyak 3 orang (18, 75%). Tingginya presentase terabaikannya hak kedua hak asasi tersebut (teror aparat dan terror dari korban) menunjukkan bahwa hak asasi ini terabaikan selama para tersangka dalam proses hukum dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

5. HAK MELAHIRKAN / MENYUSUI/HAK ASUH
Salah satu hak asasi yang dijamin dalam dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia adalah hak melahirkan atau menyusui atau hak asuh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 angka 3 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa dalam hal hak-hak wanita, maka salah satu hak yang dilindungi adalah “hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum”. Adapun data tentang tanggapan responden terhadap pemenuhan terhadap hak asasi para tersangka wanita untuk melahirkan/menyusui/dan mengasuh anak selama dalam proses hukum penyelidikan dan penyidikan tampak dalam Tabel 12 berikut :
Tabel 12 tanggapan responden terhadap pemenuhan hak melahirkan/menyusui/hak asuh bagi anak
	 
 Indikator HAM
 
	Proses Hukum 
	TOTAL

	
	
Penyelidikan
	Penyidikan
	

	
	F
	%
	F
	%
	F
	%

	hak menyusuai bagi anak
	1
	6,25
	0
	0.00
	1
	2.43

	hak melahirkan
	0
	0.00
	1
	4,00
	1
	2.43

	hak asuh anak
	2
	12,50
	2
	8,00
	4
	9,75

	Jawaban Tidak Jelas
	13
	81,25
	22
	88,00
	35
	85,36

	                        TOTAL 
	16
	100
	25
	100
	41
	100


(Sumber, data primer, diolah, 2015)

Berdasarkan data pada tabel 12 menunjukan bahwa penegakan hak asasi manusia berupa hak melahirkan/menyusui anak perempuan yang digolongkan dalam kelompok masyarakat rentan (vulnerable people) mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999. Indikator Hak Asasi Manusia berkenaan dengan hak menyusui bagi anak pada angka 2,43%, hak melahirkan 2,43 % dari angka tersebut, membuktikan bahwa pemenuhan hak asasi manusia kepada terdakwa/terpidana pada kedua proses hukum tersebut masih sangat rendah dan yang tertinggi hak asuh anak 9,75 %


6. HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN 
Hak mendapatkan pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi dalam setiap proses hukum. Dalam Pasal 12 ditegaskan bahwa: 
“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. 

Deskripsi tentang penegakan hak asasi ini menjadi sasaran dalam penelitian ini. Data tentang responsi responden berdasarkan hak asasi tersangka dalam mendapatkan pendidikan menjadi sumber informasi dalam tabel berikut. Pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dalam proses penyidikan dan penyelidikan dalam Proses Hukum. Karakteritik ini sangat diperlukan mengingat penegakkan HAM tersangka/terdakwa dan terpidana dalam sistem peradilan pidana digunakan untuk menemukan substansi penegakkan HAM untuk diketahui sejauhmana hak-hak tersebut terpenuhi atau belum dipenuhi selama dalam prokum dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). Adapun identitas responden berdasarkan hak tersangka untuk mendapatkan pendidikan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dimaksud tampak dalam Tabel 13 berikut :


Tabel 13   tanggapan responden terhadap pemenuhan hak tersangka dalam mendapatkan pendidikan 
n = 41
	 
 Indikator HAM  
 
	Proses Hukum 
 

	
	Penyelidikan
	Penyidikan
	TOTAL

	
	F
	%
	F
	%
	F
	%

	hak mendapatkan pendidikan
	1
	6,25
	2
	8,00
	3
	7,31

	hal asuh bagi anak
	0
	0.00
	2
	8,00
	2
	4,87

	hak pembinaan orang tua
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.0

	hak asuh dan hak dapatkan pendidikan
	7
	43,75
	11
	44,00
	18
	43,90

	Tidak Menjawab
	8
	50,00
	10
	40,00
	18
	43,90

	       TOTAL 
	16
	100
	25
	1000
	41
	100


(Sumber : data Primer, diolah, 2015).

Berdasarkan data tabel 13 di atas mendeskripsikan tanggapan responden tentang penegakan atau pemenuhan hak asasi tersangka dalam hal pendidikan. Penegakan hak asasi ini diutamakan pada hak anak sebagai tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Hak asasi anak telah dilindungi sejak masih dalam kandungan, hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan salah satu dari sekian banyak hak anak. Dalam proses hukum baik penyidikan dan penyelidikan, adapun hasil responden terhadap hak mendapatkan pendidikan yang terabaikan yaitu hak asuh dan hak dapatkan pendidikan berada pada angka 43,90%, dan tidak menjawab sejumlah 43,90%. Dengan frekuensi hak pembinaan orang tua 0,0%, hak asuh bagi anak 4,87% dan hak mendapatkan pendidikan 7,31%. Dari total angka mencapai 99,98% dapat diketahui bahwa penegakan dan pemenuhan HAM terdakwa/terpidana dalam hal pemenuhan hak asuh dan hak dapatkan pendidikan lebih banyak terabaikan dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana 
Berdasarkan beberapa data hasil penelitian di atas diketahui bawa dalam proses hukum (penyelidikan dan penyidikan) pemenuhan hak-hak asasi tersangka banyak diabaikan. Pengabaian hak-hak asasi tersebut terkait dengan upaya aparat penegak hukum untuk mencari dan menemukan ada tidaknya  suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. tindakan aparat penegak hukum disatu sisi dilakukan oleh aparat sebagai upaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mana diatur dalam perundang-undangan,disisi lain tindakan aparat dalam proses penyelidikan dan penyidikan mengabaikan hak-hak asasi tersangka. Olehnya itu diharapkan suatu penyidikan tidak melanggar hak asasi manusia, agar pemenuhan hak asasi manusia pada tingkat penyidikan dapat terlaksana sebagaimana pasal 18 ayat 1 undang-undang nomor 39 tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahnya secara sah dalam suatu sidang pengadilan, dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. selain itu Penyidikan juga merupakan tindakan pemeriksaan di tempat kejadian tindak pidana, penggeledahan, menyitaan, pemeriksaan atau interogasi, dan lain-lain.yang bisa saja melampaui batas yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

A. PEMENUHAN HAM TERDAKWA/TERPIDANA DALAM PROSES PENUNTUTAN, PERADILAN DAN UPAYA HUKUM 
		Setiap  orang  diakui  sebagai  manusia  pribadi berhak  memperoleh  perlakuan dan perlindungan  yang sama sesuai dengan martabat  kemanusiaan  di depan hukum.  Demikian pulan setiap orang berhak mendapat  perlakukan yang sama di depan pengadilan  yang obyektif  dan tidak  berpihak. Pemenuhan terhadap hak asasi ini secara tergas dijamin dalam undang-undang sehingga tidak boleh seorang pun melanggarnya. Pelanggaran terhadap hak asasi ini dapat saja tertjadi di mana saja, termasuk dalam proses-proses hukum dalam sistem peradilan pidana. Indikasi adanya pelanggaran terhadap hak asasi ini baru dapat diketahui seteleh mendapat informasi dari responden atau informan kunci. Dalam kaitan itu, tanggapan responden terhadap ada tidaknya pelanggaran terhadap haka asasi ini dibutuhkan guna menjadi indikasi ada tidaknya pelanggaran hak asasi dalam hal hak asasi manusia terdakwa atau terpidana dalam proses hukum dalam sistem peradilan pidana. 
		Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa tindak pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam proses-proses hukum adalah mereka yang mengabaikan hak-hak asasi terdakwa atau terpidana yang dilakukan baik secara sengaja atau suatu kelalaian (pembiaran) sudah dapat digolonhkan telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi terdakwa/terpidana. 
		Diberlakukannya beberapa peraturan perundang-udangan yang terkait dengan penegakan dan pemenuhan HAM sangat penting dilakukan penelitian sejauhmana penegakannya atau pemenuhannya agar dapat diketahui sejauhmana pelaksanaannya dan sejauhmana komitmen masyarakat terhadap hak-hak asasi manusia khususnya tersangka, terdakwa dalam proses hukum sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Kota Palu.  Dalam kaitan itu, uraian berikut akan menunjukkan sejumlah informasi hasil penelitian Tim Peneliti terhadap upaya penegakan dan pemenuhan HAM terdakwa/terpidana dalam sistem peradilan pidana di Kota Palu. 

1. HAM  BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN  
Dalam ketentuan perundang-undangan (KUHAP dan UU HAM) salah satu Hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan dalam setiap proses hukum adalah hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Hak ini secara tegas diatur dalam Pasal 28 B UUD NRI Tahun 1945 
‘’setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah’’

Dalam proses hukum, khususnya proses penuntutan, peradilan dan upaya hukum sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), hak asasi ini mendapat respons oleh responden bagaimana upaya penegakan dan pemenuhannya sebagaimana Tabel 14 berikut : 



Tabel 14 Tanggapan Responden terhadap Penegakan dan Pemenuhan HAM Terdakwa/terpidana dalam proses penuntutan, peradilan dan upaya hukum 
									n  = 52
	 
 Indikator HAM

	Proses Hukum 
	
TOTAL

	
	Penuntutan
	Peradilan
	Upaya Hukum
	

	
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	F
	%

	hak menghubungi keluarga
	3
	14,28
	7
	25,00
	0
	0.00
	10
	19.23

	hak berhubungan intim
	6
	28,57
	7
	25,00
	3
	100
	16
	30.76

	hak pembatasan urus pernikahan
	1
	4,76
	0
	0.00
	0
	0.00%
	1
	1.92

	hak berhubungan dengan anak/siteri
	7
	33,30
	13
	46,42
	0
	0.00%
	20
	38,46

	hak hidup
	4
	19,04
	1
	3,57
	0
	0.00%
	5
	9.61

	             TOTAL
	21
	100
	28
	100
	3
	100
	52
	100


(Sumber, data primer, diolah, 2015)

Data tanggapan responden pada Tabel 14 di atas mendeskripsikan  tentang penegakan HAM terdakwa/terpidana dalam proses hukum.  Dalam Pasal 10 UU HAM  menegaskan bahwa ‘’ (1)Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’’.  Berdasarkan tanggapan responden pada tabel 14 di atas menunjukan bahwa penegakan hak asasi manusia terdakwa/terpidana dalam proses penuntutan, peradilan dan upaya hukum pada umumnya belum terpenuhi, hal ini tampak pada adanya hak berhubungan dengan anak/istri mencapai 38,46%, demikian pula hak berhubungan intim 30,76%. Tingginya persentase penegakan hak asasi tersebut ditanggapi oleh responden bervariasi sesuai dengan jawaban yang dipilih. Untuk kedua hak tersebut ditanggapi oleh responden menjadi indikator belum terpenuhinya hak asasi terdakwa/terpidana selama dalam proses sistem peradilan pidana. Jika dilihat dalam proses tahapan hukum (penuntutan, peradilan dan upaya hukum), maka  presentase terendah yaitu  hak asasi berhubungan dengan anak dan istri yaitu hanya 14% bila dibandingkan dengan hak lain.
.
2. PENEGAKAN HAM MENGEMBANGKAN DIRI
Dalam ketentuan perudang-undangan (KUHAP dan UU HAM dan Peraturan Walikota Palu 2013) salah satu Hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan dalam setiap proses hukum adalah hak untuk mengembangkan diri. Hak ini secara tergas diatur dalam Pasal 11-16 UU HAM. Dalam Pasal 12 UU HAM ditegaskan bahwa :’’Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia’’.oleh karena itu dalam setiap proses hukum khususnya proses penuntutan, peradilan, dan upaya hukum hak asasi yang dimaksud seharusnya dipenuhi.meskipun demikian hasil penelitian menunjukan hak-hak tersebut belum terpenuhi sebgai mana tanggapan responden pada tabel 15 berikut.:
 
Tabel 15 Tanggapan Responden terhadap Penegakan dan Pemenuhan HAM Terdakwa/terpidana   mengembangkan diri dalam proses penuntutan, peradilan dan upaya hukum
                   n = 52
	 
	Proses Hukum 
	TOTAL

	Indikator HAM 
	Penuntutan
	Peradilan
	Upaya Hukum
	

	 
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	F
	%

	hak mengembangkan keterampilan
	9
	42,85
	21
	75,00
	1
	33,33
	31
	59,62

	hak menambah wawasan
	5
	23,,80
	5
	1,857
	1
	33,33
	11
	21,15

	hak meningktkan kualitas
	7
	33,33
	2
	7,14
	1
	33,33
	10
	19,23

	 
	21
	100
	28
	100
	3
	100
	52
	100


(Sumber, data primer, diolah, 2015)

Berdasarkan tabel 15 di atas tanggapan responden terhadap penegakkan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap terdakwa/terpidana untuk mengembangkan diri dalam proses penuntutan, peradilan dan upaya hukum,menunjukan persentase yang berbeda, persentase yang menunjukan hak yang terabaikan secara keseluruhan pada tahap penuntutan yaitu 59,62% dan pada tahap hak menambah wawasan 21,15%. Dengan persentase dalam proses penuntutan persentase tertinggi ada pada hak mnegembangkan wawasan 42,85%, dalam proses peradilan 75,00%, pada tahap upaya hukum hak tersebut lebih banyak terpenuhi (33,33%), angka tersebut menunjukan tingginya pemenuhan hak tersebut pada terpidana di Lapas yang dalam proses upaya hukum. 

3. HAK ASASI  DI PERLAKUKAN SAMA  DALAM PROSES HUKUM
Dalam ketentuan perudang-undangan (KUHAP dan UU HAM dan Peraturan Walikota Palu 2013) salah satu Hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan dalam setiap proses hukum adalah hak untuk diperlakukan sama dalam proses hukum. Hak ini secara tergas diatur dalam Pasal 12 UU HAM. ‘’Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar’’. Dalam proses hukum, khususnya proses penuntutan, peradilan dan upaya hukum sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), pengakan atau peemnuhan hak asasi ini mendapat respon dari responden sebagaimana tabel 16 berikut



Tabel 16 Tanggapan Responden terhadap Penegakan dan Pemenuhan HAM Terdakwa/terpidana   mengembangkan diri dalam proses penuntutan, peradilan dan upaya hukum
n = 52
	 
 Indiaktor HAM
 
	Proses Hukum 
	TOTAL

	
	Penuntutan
	Peradilan
	Upaya Hukum
	

	
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	F
	%

	tdk diperlakukan sama
	5
	23,80
	5
	17,95
	1
	33,33
	11
	21,15

	aparat masih membedakan status
	2
	9,52
	5
	17,95
	0
	0.00
	7
	13,46

	saya dimintai keterangan tdk sopan
	0
	0.00
	4
	14,28
	0
	0.00
	4
	7,69

	sering diperiksa mendahlukan oirang tertentu
	11
	52,38
	7
	7. 
	1
	33,33
	19
	36,54

	Tidak Menjawab
	3
	14,28
	7
	25,00
	1
	33,33
	11
	21,15

	                  TOTAL 
	21
	100
	28
	100
	3
	100
	52
	100


(Sumber, data primer, diolah, 2015)

Secara umum, berdasarkan tabel 16 menunjukkan bahwa penegakan hak tersebut dalam proses penuntutan, peradilan serta upaya hukum mencapaian presentase tertinggi  36,54 % sedangkan  presentase terendah mencapai 7,69%. Jika dilihat menurut proses hukum, penuntutan persentase tertinggi sering diperiksa mendahulukan orang lain 52,38%, pada proses peradilan persentase tertinggi tidak menjawab 25,00% dan pada proses upaya hukum ada pada persentase yang sama tidak diperlakukan sama,sering diperiksa mendahului orang lain dan tidak  menjawab 33,33%.


4. HAM  BEBAS DARI RASA TAKUT/ TEROR
Dalam ketentuan perudang-undangan (KUHAP dan UU HAM dan Peraturan Walikota Palu 2013) salah satu Hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan dalam setiap proses hukum adalah hak bebas dari rasa takut/teror. Hak ini secara tegas diatur dalam Pasal 30 menegaskan bahwa “ Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Dalam proses hukum, khususnya proses penuntutan, peradilan dan upaya hukum sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), hak asasi ini mendapat respons dari responden sebagaimana Tabel 17 berikut : 









Tabel 17 Tanggapan Responden terhadap Penegakan dan Pemenuhan HAM Terdakwa/terpidana   Bebas dari rasa Takut /Teror  dalam proses penuntutan, peradilan dan upaya hukum
n = 52
	 
 Indikator HAM
	Proses Hukum 
	TOTAL

	
	Penuntutan
	Peradilan
	Upaya Hukum
	

	 
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	F
	%

	teror terus-menerus dari aparat
	3
	14,28
	3
	10,71
	1
	33,33
	7
	13,46

	teror secara terang terangan dari korban
	6
	28,57
	8
	28,57
	0
	0.00
	14
	   26,92

	teror dari penyidik dan jaksa
	0
	0.00
	2
	7,14
	1
	33,33
	3
	 5,77

	Tidak Menjawab
	12
	  57,14
	15
	53,57
	1
	  33,33
	28
	53,45

	 
	21
	100
	28
	100
	3
	100
	52
	100


(Sumber, data primer, diolah,2015)

Berdasarkan tabel 17 di atas indikator  Hak Asasi Manusia pada proses hukum penuntutan, peradilan dan upaya hukum yang dominan yaitu tidak menjawab sejumlah 53,45%, teror secara terang-terangan dari korban sejumlah 26,92% teror terus menerus dari aparat sejumlah 13,46% teror dari penyidik dan jaksa sejumlah 5,77%. Adapun indikator lain yang terkait dengan hak bebas dari rasa takut/terror dala proses hukum dalam sistem peradilan pidana yang dialami terdakwa /terpidana tammpak dalam tabel 18 berikut :

Tabel 18 Tanggapan Responden terhadap Penegakan dan Pemenuhan HAM      Terdakwa/terpidana   Bebas dari rasa Takut /Teror  dalam proses penuntutan, peradilan dan upaya hukum
n = 52
	 
	Proses Hukum 
	
	

	 Indikator HAM
	Penuntutan
	Peradilan
	Upaya Hukum
	TOTAL

	 
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	F
	%

	saya selalu ketakutan dlam setiap proses hokum
	4
	19,04
	3
	10,71
	1
	33,33
	8
	15,38

	saya selalu ketakutan dalam proses penyidikan
	1
	4,76
	11
	61,11
	0
	0.00
	12
	23,08

	saya selalu ketakutan dalam proses penuntutan
	3
	14,28
	0
	0.00
	0
	0.00
	3
	5,77

	saya selalu ketakutan dalam proses persidangan
	2
	4,76
	2
	7,14
	1
	33,33
	5
	9,62

	saya selalu ketakutan diteror dan diintimidasi
	8
	38,09
	5
	17,85
	0
	0.00
	13
	25

	Tidak Menjawab
	3
	14,28
	7
	25,00
	1
	33,33
	11
	21,15

	 
	21
	100
	28
	100
	3
	100
	52
	100


(Sumber  Data primer, Diolah 2015)

Berdasarkan tabel 18 di atas indikator Hak Asasi Manusia dalam proses hukum dalam penuntutan,peradilan dan upaya hukum yang dominan yaitu selalu ketakutan ketakutan diteror dan diintimidasi sejumlah 25%, selalu ketakutan dalam proses penyidikan sejumlah 23,08%, tidak menjawab sejumlah 21,15%, selalu ketakutan dalam proses hukum sejumlah 15,38%,selalu ketakutan dalam proses persidangan 9,62%. Persentase tertinggi terabaikan hak dalam proses penuntutan ada pada hak selalu ketakutan diteror dan diintimidasi 38,09%, dalam proses peradilan hak yang banyak terabaikan yaitu tidak menjawab 25%, dalam proses upaya hukum tidak menjawab,selalu ketakutan dalam proses persidangan, selalu ketakutan dalam setiap proses hukum 33,33%.

5. HAK MELAHIRKAN / MENYUSUI/HAK ASUH
Dalam ketentuan perudang-undangan (KUHAP dan UU HAM dan Peraturan Walikota Palu 2013) salah satu Hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan dalam setiap proses hukum adalah hak melahirkan / menyusui/hak asuh.  hak ini secara tergas diatur dalam Pasal 49 angka 3 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa dalam hal hak-hak wanita, maka salah satu hak yang dilindungi adalah “hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum”. Dalam proses hukum, khususnya proses penuntutan, peradilan dan upaya hukum sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), hak asasi ini mendapat respons dari  responden bagaimana upaya penegakan dan pemenuhannya sebagaimana Tabel 19 berikut : 
Tabel 19 Tanggapan Responden terhadap Penegakan dan Pemenuhan HAM Terdakwa/terpidana Melahirkan / Menyusui/Hak Asuh dalam proses penuntutan, peradilan dan upaya hukum
  										   N = 52
	 Indiaktor HAM
 
	Proses Hukum 
	TOTAL

	
	Penuntutan
	Peradilan
	Upaya Hukum
	

	
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	F
	%

	hak menyusuai bagi anak
	3
	14,28
	2
	7,14
	0
	0.00
	5
	9,62

	hak melahirkan
	2
	    9,52
	1
	  3,57
	1
	33,33
	4
	7,69

	hak asuh anak
	6
	28,57
	22
	78,57
	0
	0.00
	28
	53,84

	Jawaban Tidak Jelas
	10
	47,61
	3
	10,71
	2
	66,66
	15
	28,85

	 
	21
	100
	28
	100
	3
	100
	52
	    100


(Sumber, data primer, diolah,2015)


Berdasarkan tabel 19 di atas indikator Hak Asasi Manusia dalam proses hukum dalam penuntutan,peradilan dan upaya hukum yang dominan yaitu hak asuh anak sejumlah 53,84%, jawaban tidak jelas sejumlah 28,85%,hak menyusui bagi anak sejumlah 9,62%, hak melahirkan sejumlah 7,69%. Adapun dalam proses hukum persentase tertinggi hak terabaikan pada tahap penuntutan jawaban tidak jelas 47,61%, pada tahap peradilan persentase tertinggi hak terabaikan yaitu hak asuh anak mencapai 78,57% dan pada tahap upaya hukum jawaban tidak jelas merupakan persentase tertinggi. 

6. HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN BAGI TERDAKWA/TERPIDANA ANAK
Dalam ketentuan perudang-undangan (UU HAM dan Peraturan Walikota Palu 2013) salah satu Hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan dalam setiap proses hukum adalah hak mendapatkan pendidikan bagi tersangka/terdakwa/terpidana anak. Hak asasi ini secara tegas diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau  wali”. Dalam kaitrannya dengan penelitian ini, salah satu responden yang menjadi sasaran analisis adalah terdakwa/terpidana anak yang sementara dalam proses hukum dalam sistem peradilan pidana di Kota Palu. Dalam proses hukum, khususnya proses penuntutan, peradilan dan upaya hukum sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), hak asasi ini mendapat respons dari responden sebagaimana tampak dalam Tabel 20 berikut : 
Tabel 20 Tanggapan Responden terhadap Penegakan dan Pemenuhan HAM Terdakwa/terpidana dalam Hal Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Tersangka/Terdakwa/Terpidana Anak dalam proses penuntutan, peradilan dan upaya hukum
n = 52
	 
 Indikator HAM
 
	Proses Hukum 
	Total

	
	Penuntutan
	Peradilan
	Upaya Hukum
	

	
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	F
	%

	hak mendapatkan pendidikan
	0
	0.00
	1
	3,57
	0
	0.00
	1
	1,92

	hal asuh bagi anak
	1
	  4,76
	2
	7,14
	0
	0.00
	3
	5,77

	hak pembinaan orang tua
	3
	14,28
	0
	0.00
	0
	0.00
	3
	5,77

	hak asuh dan hak  mendapatkan pendidikan
	12
	57,14
	22
	78,57
	0
	0.00
	34
	65,38

	Tidak Menjawab
	5
	23,80
	3
	10,71
	3
	100
	11
	21,15

	                Total 
	21
	100
	28
	100
	3
	100
	52
	100


(Sumber, data primer, diolah,2015)

Berdasarkan tabel 20 di atas indikator Hak Asasi Manusia dalam proses hukum dalam hal ini proses penuntutan, peradilan dan upaya hukum yang dominan yaitu hak asuh dan hak mendapatkan pendidikan 65,38%, tidak menjawab sejumlah 21,15%, pembinaan orang tua dan hak asuh bagi anak mempunyai persentase yang sama 5,77%. Dan hak mendapatkan pendidikan 1,92%. Adapun dalam proses hukum penuntutan persentase tertinggi hak asasi manusia yang terabaikan adalah hak asuh dan hak mnedapatkan pendidikan 57,14%,dalam tahap peradilan persentase tertinggi hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana hak asuh dan hak mendapatkan pendidikan 78,57%. Dan pada tahap upaya hukum tidak terjadi pengabaian. Tanggapan responden tersebut menjadi indikator dalam sejauhmana penegakan hak asasi anak selama dalam proses hukum. Persentase hak mendapatkan pendidikan yang terabaikan (65,38%).   Tingginya tanggapan responden terhadap belum terpenuhinya hak asasi anak tersebut menujukkan bahwa hak asuh dan ak mendapatkan pendidikan trabaikan selama dalam proses hukum (penuntutan, peradilan dan upaya hukum). Padahal dalam Undang-undang ditentukan bahwa hak tersebut seharusnya dijamin oleh hukum dalam semua tahapan proses hukum sistem peradilan pidana, termasuk dalam proses penuntutan, peradilan dan upaya hukum.  Dalam proses penututan terdakwa anak harus menjamin hak asasi anak sebagai terdakwa atau terpidana. Bahkan dalam KUHAP setiap orang dalam proses hukum seharusnya mendapatkan hak-haknya sebagai terdakwa/terpidana (Pasal 56-86 KUHAP). 

B. PEMETAAN KUALIFIKASI PENGABAIAN HAM MAYOR DAN MINOR BAGI TERSANGKA/TERDAKWA/TERPIDANA DALAM PROSES SISTEM PERADILAN PIDANA (CRIMINAL JUSTICE SYSTEM)  KOTA PALU 

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pemetaan terhadap potensi pengabaian HAM yang terjadi di Kota Palu. Pengabaian HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/ atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pengabaian HAM ringan yang terlihat dari uraian indikator-indikator pengabaian HAM dalam proses sistem peradilan pidana terdapat hak-hak dasar yang terabaikan sehingga terjadi pelanggrana HAM ringan dalam proses sistem peradilan pidana, dimana HAM merupakan suatu hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang bersifat kodrati. Artinya adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan hakikatnya, sehingga sifatnya adalah suci (John Locke). Indikator –indikatro pengabaian HAM tersangka/terdakwa/terpidana di atas yang telah disebutkan dalam sub bab C dan D merupakan Hak Asasi Manusia atau hak dasar yang tidak dapat lepas dari diri seorang manusia atau subyek dalam keadaan status apapun manusia tersebut ataupun  dalam proses sistem peradilan pidana sebagai tersangka/terdakwa/terpidana. Sehingga terlihat potensi pengabaian HAM dalam setiap proses sistem peradilan pidana oleh aparat penegak hukum. Dalam penelitian ini kemudian diberi kategori pengabaian HAM Mayor dan Pelanggaran Minor.  Pemetaan ini dilakukan untuk mengetahui indikator-indikator mana dari HAM yang banyak terbaikan selama para tersangka/terdakwa/terpidana terabaikan hak-hak asasinya.  Oleh karena itu, pada pemaparan berikut akan dikemukakan pemetaan potensi pengabaian HAM berdasarkan kategorinya sebagai berikut. 



1. PEMETAAN KUALIFIKASI PENGABAIAN HAM MAYORITAS DAN MINORITAS 

	Berdasarkan hasil penelitian yang mempengaruhi tingginya persentase terabainya hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana di Kota Palu yang asal respondennya dari wilayah Palu Selatan (tabel 5) dan didominasi oleh responden laki-laki (tabel 4), dan berpendidikan rendah (SMA), pekerjaan non PNS dan pendapatan responden seperti yang terlihat pada tabel 6. Pemetaan terhadap pengabaian HAM di Kota Palu berdasarkan hasil penelitian menunjukkan beberapa indikator HAM dikategorikan sebagai pelanggaran mayor yang dinyatakan cukup serius yang dialami responden sesuai proses hukum sebagaimana tampak dalam Gambar 3  berikut : 

Keterangan : 
1. Hak Asuk terhadap Anak 
2. Hak Memperoleh Pendidikan
3. Hak Mengembangkan Diri
4. Hak Untuk Tidak diteror/Tekanan dalam SPP
5. Hak Berkeluarga
6. Hak Diperlakukan sama selama dalam proses hukum


Gambar 4 Deskripsi Pemetaan Kualifikasi Pengabaian HAM 
Mayoritas dan Minoritas 

	Berdasarkan data Gambar 3 tersebut diketahui bahwa hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana yang mayortias terabaikan selama dalam proses hukum adalah ada enam hak yaitu hak melahirkan/menyusui/hak asuh anak yaitu 69 orang (74,19%) selanjutnya hak mengembangkan diri 59 orang (63,44%), hak memperoleh pendidikan yaitu 56 orang (60,22%), , hak diteror selama proses hukum 53 orang (56,99%), hak berhubungan keluarga sebanyak 42 (45,16%) dan hak diperlakukan sama dalam proses hukum 39 orang (41,94%). Data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ke enam hak tersebut merupakan indikator HAM mayoritas terabaikan selama proses hukum dalam sistem peradilan pidana.  Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingginya persentase pengabaian pengabaian HAM dari segi waktu kunjungan orang tua kepada anaknya tidak diberi kesempatan yang memadai sesuai kebutuhan mereka, sehingga hak asuh anak yang terabaikan memiliki persentase tinggi (tabel 4 dan tabel 12). 
	Selanjutnya persentase tertinggi kedua adalah hak memperoleh pendidikan dalam arti mengembangkan wawasan dan mengembangkan diri (tabel 9, tabel 13, tabel 15 dan tabel 20) bahwa tingginya persentase ini terabaikannya hak ini terkait dengan sarana dan prasarana di lapas (tabel 3) dimana satu ruang baca berkapasitas 40 orang yang seharusnya 3 ruang baca karena jumlah warga binaan 497 warga binaan (tabel 3). Selanjutnya persentase tertinggi ke-tiga yaitu hak untuk tidak di terror dalam sistem peradilan pidana (tabel 11, tabel 17 dan tabel 18) tingginya persentase ini terkait untuk terror terus menerus dari aparat karena habisnya masa penahanan dan tersangka/terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan sedangkan terror terang-terangan dari korban terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Selanjutnya persentase tertinggi keempat adalah hak berkeluarga (tabel 8) tingginya persentase ini disebabkan karena tidak tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para tersangka/terdakwa/terpidana baik pada rutan maupun di lapas (wawancara dan observasi).  Selanjutnya persentase tertinggi kelima adalah hak diperlakukan sama dalam proses hukum (tabel 4 dan gambar 5) tingginya persentase ini dapat dikaitkan dengan ketersediaan masa penahanan oleh aparat pengak hukum dan juga ketersediaan alat bukti dan barang bukti yang dibutuhkan.
	Berdasarkan uraian data diatas dan dikaitkan dengan sistem peradilan pidana maka penerapan sistem peradilan pidana masih mempraktekkan sistem inquisitoir yaitu suatu sistem peradilan pidana yang menempatkan para tersangka/terdakwa/terpidana sebagai objek bukan sebagai subjek yang harus dihormati hak-hak asasinya. Selain itu banyaknya hak asasi yang terbaikan (indikator-indikator HAM) tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih menerapkan model sistem peradilan pidana Crime Control Model (CCM) belum sampai pada model due process model (DPM). Pada sistem Peradilan Pidana Crime Cotrol Model (CCM), beberapa ciri yang dikenali para ahli adalah adanya lembaga penyiksaan, proses singkat dan berpotensi pengabaian HAM. Hal ini sangat bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku hal mana setiap orang dalam proses hukum seharusnya mendapat jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

2.PEMETAAN KUALIFIKASI MAYORITAS DAN MINORITAS PELANGGARAN   HAM DALAM PROSES HUKUM

	Pemetaan terhadap pengabaian HAM di Kota Palu berdasarkan hasil penelitian bukan saja kualifkasi berdasarkan indikator-indikator HAM, akan tetapi juga perlu pemetaan pada proses hukum mana hak asasi manusia tersangka banyak terbaikan. Hal ini sangat diperlukan mengingat peluang pengabaian HAM dapat saja terjadi pada semua tahapan proses sistem peradilan pidana  sehingga pemetaan terhadap proses hukum mana yang frekuensinya terabaikan tampak dalam Gambar 5  berikut : 


Keterangan : 
1. Proses Peradilan
2. Proses Penyidikan
3. Proses penuntutan 
4. Proses Penyelidikan
5. Proses Upaya Hukum 
                                        
Gambar 5 Deskripsi Pemetaan Kualifikasi Pengabaian HAM Mayoritas dan Minoritas Dalam Proses Hukum
	Hasil analisis olahan data tersebut diketahui bahwa pengabaiaan hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana yang frekeunsinya terbanyak terdapat proses hukum peradilan yaitu sebanyak 120 (31,167%). Tingginya frekuensi pada proses hukum peradilan karena pada tahap ini aparat penegak hukum (jaksa dan hakim) terkait dengan masa penahanan dan pengumpulan alat bukti dan barang bukti suatu tindak pidana sehingga peluang munculnya pengabaian HAM proses hukum penyidikan sebanyak 112 (29, 09%), proses hukum penuntutan sebanyak 78 (18,701%), proses hukum penyidikan sebanyak 62 (16,103%) dan terendah pada proses hukum upaya hukum sebanyak 13 (3, 38%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sisi pemetaan potensi pengabaian atau pelangaran hak asasi manusia tersangka/terpidana (dialami responden) pada proses hukum penyidikan (tersangka) dan proses hukum pengadilan (terdakwa). Tingginya frekuensi pelanggaran atau pengabaian hak asasi mereka (tersangka/terdakwa) karena pada proses hukum ini para pelaku tindak pidana merupakan tahapan sistem peradilan pidana yang membutuhkan upaya yang intensif aparat penegakan hukum (Penyidik dan Hakim) untuk menemukan ada tidaknya peristiwa pidana (kebenaran materil) baik pelakunya, barang bukti dan proses pembuktiannya yang dalam penerapannya akan banyak berpeluang terjadinya pelanggaran dan pengabaian hak asasi manusia tersangka/terdakwa. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah merupakan penjabaran atau atruran pelaksana dari UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk di laksanakan di Kota Palu. Dimana dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjamin hak-hak berikut; Hak untuk hidup.Hak berkeluarga.Hak memperoleh keadilan.Hak atas kebebasan pribadi.Hak kebebasan pribadi,Hak atas rasa aman.Hak atas kesejahteraan.Hak turut serta dalam pemerintahan.Hak wanita.Hak anak. Perwali nomor 25 tahun 2013 dalam pasal 1 ayat (7) menegaskan ‘’rencana aksi nasional hak asasi manusia daerah yang selanjutnya disebut RANHAM daerah adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia di Kota Palu’’, dengan konsideran dalam huruf (d) untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap korban pelanggran HAM. Sehingga pengaturan perwali nomor 25 tahun 2013 tersebut merupakan bentuk dari perlindungan hak asasi manusia di kota palu sesuai standar UU HAM. Dalam proses sistem peradilan pidana, pada tahapan peradilan merupakan tahapan pengabaian HAM terbanyak di Kota Palu dengan indikator-indikator yang variatif sesuai dengan fokus penelitian

C. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas dalam bab hasil penelitian maka disimpulkan sebagai berikut : 
1. Bahwa penegakan hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana yang banyak terabaikan selama dalam sistem peradilan pidana yaitu. hak hak asuh terhadap anak, hak memperoleh pendidikan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk tidak diteror oleh aparat dan korban/keluarga korban, hak berkeluarga dan hak diperlakukan sama selama dalam proses hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Keenam hak asasi tersebut memerlukan perhatian serius Pemerintah Kota Palu agar jaminan terhadap hak hak asasi mereka ditegakkan sesuai dengan tujuan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa pengabaian hak asasi manusia yang banyak terjadi dalam proses hukum yaitu ketika para terdakwa/terpidana dalam proses hukum peradilan (terdakwa/terpidana) sedangkan yang terendah para terpidana mengajukan upaya hukum (banding, kasasi dan peninjauan kembali).

G. SARAN 

      Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :
1. Sebaiknya Pemerintah Kota Palu melakukan upaya pemantauan penegakan hak-hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana hak-hak asasi lain dan lebih mengutamakan pada hak asuh teradap anak dengan menjadwalkan secara periodik guna terlaksananya hak-hak yang dimaksud dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama ruang keluarga (berhubungan intim) selama dalam proses hukum disetiap tahapan Sistem Peradilan Pidana.
2. Sebaiknya Pemerintah Kota Palu melakukan pemantauan secara periodik terhadap setiap proses hukum, dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait (kepolisian, kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan Klas, Rumah Tahanan Klaas II Palu) sesuai kewenangannya menurut undang-undang,  terutama tahap peradilan dan tahap penyidikan selain itu tahap penuntutan, penyelidikan dan upaya hukum, agar jaminan hak asasi manusia tersangka dan terdakwa dapat terjamin sebagaimana maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan. 
3. Sebaiknya Pemerintah Kota Palu dalam lingkup kewenangannya melakukan pemantauan secara periodik melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait untuk melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap para tersangka/terdakwa dan terpidana, khususnya dalam proses hukum penyidikan dan peradilan serta proses hukum lain agar hak –hak asasi mereka tidak terabaikan. 
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